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BERITA DAERAH 

KABUPATEN BANTUL 

No.43,2017                Bagian    Hukum    Sekretariat   Daerah   Kabupaten   Bantul. 
               PERIZINAN.SARANA.PRASARANA.Penghentian pelaksanaan. 
              Peraturan Daerah Kabupaten  Bantul. Izin Gangguan.  
              

BUPATI BANTUL 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

 
                                PERATURAN BUPATI BANTUL 

 

                                  NOMOR   43    TAHUN 2017 
 

TENTANG 
 

PENGHENTIAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL               

NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG IZIN GANGGUAN SEBAGAIMANA TELAH                
DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN PERATURAN DAERAH                  

KABUPATEN BANTUL NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN                       
KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 6 TAHUN                  

2011 TENTANG IZIN GANGGUAN 

                                   
                                   DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BANTUL, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan berusaha di   
Indonesia, Pemerintah telah menetapkan kebijakan               
mencabut dasar hukum pemberian Izin Gangguan             

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19              
Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam           
Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan              

Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah                   
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun              

2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam              
Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan              
Izin Gangguan di Daerah; 

 
b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi                 

masyarakat serta menselaraskan kebijakan daerah dengan      
kebijakan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf               
a, maka sambil menunggu ditetapkannya Peraturan                   

Daerah Kabupaten Bantul sebagai tindak lanjut                    
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017            
tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri                   

Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin          
Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan           

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016              
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri            
Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin         

Gangguan di Daerah, perlu menghentikan pelaksanaan           
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2011         

tentang Izin Gangguan sebagaimana telah diubah                     
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah                  
Kabupaten        Bantul Nomor 10 Tahun 2015 tentang           

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten                  
Bantul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan; 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud          
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan            
Bupati Bantul tentang Penghentian Pelaksanaan Peraturan        

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2011 tentang                 
Izin Gangguan sebagaimana telah diubah beberapa kali            

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul                  
Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas            
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2011           

tentang Izin Gangguan; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang               

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam                 
Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara          

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang              
Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara Republik                 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran           
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana                  

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-                
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua               
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang        

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik                 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran              
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang            
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950         

Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik                   
Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017            

tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri                    
Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin         
Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan          

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016             
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri             

Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin         
Gangguan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia              
Tahun 2017 Nomor 481); 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan        :   PERATURAN        BUPATI        BANTUL       TENTANG      PENGHENTIAN   
                               PELAKSANAAN      PERATURAN      DAERAH      KABUPATEN     BANTUL  

                               NOMOR       6       TAHUN      2011      TENTANG      IZIN      GANGGUAN  
                               SEBAGAIMANA     TELAH     DIUBAH     BEBERAPA    KALI    TERAKHIR  
                               DENGAN        PERATURAN        DAERAH        KABUPATEN        BANTUL  

                               NOMOR     10     TAHUN     2015     TENTANG     PERUBAHAN     KEDUA 
                               ATAS     PERATURAN     DAERAH    KABUPATEN    BANTUL    NOMOR  6 

                               TAHUN 2011 TENTANG IZIN GANGGUAN.                
 

Pasal 1 

 
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pelaksanaan Peraturan Daerah           

Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan sebagaimana                   
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten                       
Bantul Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan                      

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan                   
dihentikan. 
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Pasal 2 
 
Dengan dihentikannya pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud               

dalam Pasal 1 maka : 
a. permohonan izin gangguan yang telah diterima oleh pejabat yang                        

berwenang sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap diproses                 
sebagaimana mestinya; 

b. persyaratan perizinan dan non perizinan yang mensyaratkan izin gangguan,                

tidak diperlukan lagi persyaratan izin gangguan; dan 
c. pejabat yang berwenang dalam melakukan pengawasan dan pengendalian                     

atas kegiatan/usaha masyarakat agar mendasarkan pada dokumen                   

pengelolaan lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang,                  
serta perizinan dan non perizinan yang masih berlaku. 

 
Pasal 3 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan                
Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul. 
 

 

Ditetapkan di  Bantul 

pada tanggal 26 April 2017 

 
BUPATI BANTUL, 

 
        ttd. 

                     

SUHARSONO 

 

Diundangkan di Bantul 

Pada tanggal  26 April 2017     

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, 

                              ttd. 

 

        RIYANTONO 

 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2017 NOMOR 43 

 

 
 
Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL 
 
                   ttd. 
 

PRIYA  ATMAJA,S.H. 
NIP.19620210 1992 03 1 005 
 


